
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan
penErnaman modal di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah
ditetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
Jawa Barat yang diatur dengan Peraturan Gubernur Provinsi
Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013;

b. bahwa untuk pengharmonisasian dengan peraturan
perundang-undangan di bidang penzmarnan modal serta
peraturan perundang-undangan terkait, perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat
Nomor 80 Tahun 2Ol3 sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Provinsi Jawa Barat Nomor 8O Tahun 2013 tentang Rencana
Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950)jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47441 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O1O);

Mengingat

+
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MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI
JAWA BARAT.

Pasal I

I

Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47241 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentarrg Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tenlang Cipta Kela (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2O2l tentang Percepatan
Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat
Bagian Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 215);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011
tentang Penanaman Modal (kmbaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan l,embaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 13);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Ta}eun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Prorrinsi Jawa Barat
Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 262);

7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun
2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa
Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor
80 Seri E);

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa
Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Prorrinsi Jawa Barat
Tahun 2013 Nomor 80 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
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2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubemur adalah Gubemur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa

Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota

di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat.

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh pen€rnam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di
Daerah.

9. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat
selanjutnya disebut RUPMP Jawa Barat adalah dokumen
perencanaan penanarnan modal Provinsi yang berlaku
sampai dengan tahun 2025.

10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota
selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan
penanaman modal di Kabupaten/ Kota yang berlaku
sampai dengan tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya RUPMP Jawa Barat adalah:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah melalui

prograrn hilirisasi sektor pangan, infrastruktur, energi,
industri, dan jasa;

b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan ;

d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha
Daerah;

e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi
Daerah;

f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil

dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam
negeri maupun dari luar negeri; dan

h. meningkatkan kesej ahteraan masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Uraian RUPMP Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

?
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4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dinas menetapkan peta potensi Penanaman Modal
Daerah.

(2) Peta potensi Penanaman Modal Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Perangkat
Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam
menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan
Penanaman Modal.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi
secara berkala terhadap pelalsanaan RUPMP Jawa Barat
dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1o ,.'rit ?o?)

uR JAWA BARAr,y

HAMAD RTDWAN mMb.

Diundangkan di Bandung
tanggal 1t trrtt zo?1

S DAERAH PROVINSI
WA BARAT,

AN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ?2 NOMOR 2023

\rv



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR i 22 TrlJt 2)2,
TANGGAL : lt lpril 902!
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN

GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 80
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA
UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI
JAWA BARAT

A. PENDAHULUAN
Kemajuan suatu negara ditandai dengan adanya pembangunan di

berbagai sektor kehidupan masyaralat. Proses pembangunan yang
dilaksanakan dapat menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi suatu
negara yang terkait erat dengan tingkat penanam€rn modal. Untuk mencapai
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka diperlukan tingkat
penanaman modal yang tinggi pula, sedangkan pelaksanaan pembangunan
tentu memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat
disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat luas,
terutama pihak swasta. Pelaksanaan pembangunan yang di dalamnya
melibatlan pihak swasta berupa penanaman modal, baik penanaman modal
dalam negeri maupun penanaman modal asing mempunyai perarlan yang
sangat penting dalam kegiatan ekonomi.

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional agar berorientasi dan
berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2OO5-2O25, penanaman modal diarahkan untuk: (a)

mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara

berkelanjutan dan berkualitas, (b) mewujudkan iklim penanaman modal
yang menarik bagi penanaman modal, (c) peningkatan daya saing
perekonomian nasional, serta (d) meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik
dan pendukung yang memadai. Untuk itu, dengan mendasarkan pada

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, yang harus menjadi
panduan bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan
RUPM provinsi dan RUPM kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Nomor
80 Tahun 2O13 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi
(RUPMP) Jawa Barat, telah menegaskan bahwa RUPMP merupakan
dokumen perencanaan bidang penanaman modal yang bersinergi dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah. Dengan adanya RUPMP tersebut maka
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat lebih fokus dalam
pengembangan penanaman modal daerah melalui berbagai arahan
kebdakan yang berfokus pada perbaikan iklim investasi, persebaran
penananun modal yang diarahkan sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah, fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi dan jasa,

investasi berwawasan lingkungan dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan

+
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hal tersebut, penyusunan RUPM Provinsi Jawa Barat harus mengacu pada
dokumen perencanaan lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah.

Trrjuan penyelenggaraan penanaman modal di Jawa Barat hanya dapat
tercapai apabila faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat
diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah
dan perangkat daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum
di bidang penanarnan modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta
iklim usaha yang kondusif. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang
tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara
signifikan.

Melihat berbagai perkembangan yang ada di Jawa Barat, nasional
maupun global, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat
yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013
tentang RUPM sangat perlu untuk disesuaikan kembali. Secara global,
perkembangan teknologi dan sistem ekonomi, adanya perubahan sosial
kemasyaralatan sebagai dampak dari peristiwa besar seperti pandemi
Covid- 19, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang terjadi perlu menjadi
perhatian dalam aspek penanaman modal. Dalam perspektif regulasi
nasional, perkembangan kebijakan pemerintah seperti lahirnya Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2O2l ter:tatg Cipta Keda yang mempengaruhi
iklim penanaman modal, juga perlu dipertimbangkan. Selain itu, dalam
skala provinsi perubahan-perubahan seperti adanya Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2O2l tentarry Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana
dan Kawasan Jawa Barat Bagran Selatan serta berbagai kebijakan lainnya
juga telah menjadi urgensi yang kuat bahwa Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 8O Tahun 2013 tentang RUPM perlu disesuaikan.

B. ASASDANTUJUAN
Asas Peraturan Gubernur ini, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal, didalamnya
telah menyebutkan mengenai asas-asas penananaman modal. Sehingga
asas-asas tersebut sejalan dan diterapkan dalam dalam Peraturan Gubernur
ini, yang meliputi:
l. asas kepastian hukum

yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam
negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan
tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. asas keterbukaan
yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. asas akuntabilitas
yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas' adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
penyelenggaraan penElnanam modal harus dipertanggungiawabkan
kepada masyarakat atau ralryat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

+



4. asas perlakuan yang sama
yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak
membedakan asal penanam modal' adalah asas perlakuan pelayanan
non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam
modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan
penanam modal dari negara asing lainnya.

5. asas kebersamaan
yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang
mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam
kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. asas efisiensi berkeadilan
yang dimaksud dengan oasas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang
mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan
efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang
adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. asas keberlanj utan
yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara
terencana mengupayakan beq'alannya proses pembangunan melalui
penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan
dalam segala aspek kehidupan, yang menciptakan keadilan bagi
generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

8. asas berwawasan lingkungan
yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas
penanzrmEm modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan
mengutamakan perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan
lingkungan hidup.

9. asas kemandirian
yang dimaksud dengan uasas kemandirian' adalah asas penarlaman
modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa
dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing
demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional' adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan
kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan
tujuan penanaman modal di Daerah, yaitu:
l. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah mela-lui program hilirisasi

sektor pangan, infrastruktur, energi, industri, dan jasa;
2. menciptakan lapangan ke{a;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi keralryatan;

7
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7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari
luar negeri; dan

8. meningkatlan kesej ahteraan masyarakat.

C. VISI DAN MISI;
Visi penanaman modal Jawa Barat sampai tahun 2025 adalah:

"Mewujudkan Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi penanaman modal terbaik
di Asia Tenggara tahun 2025.' Adapun indikator yang dimaksud dengan
uterbaik' dalam visi Jawa Barat di atas, meliputi kepastian hukum,
kepastian usaha, pelayanan umum, perizinan, ketenagakeg'aan, keamanan,
pemerintahan yang bersih dan kompeten, serta infrastruktur.

Visi tersebut dibangun dengan sebuah landasan yang kuat bahwa Jawa
Barat sejak 2008 secara nasiona-l selalu berada pada peringkat tiga besar
dalam penyerapan realisasi penanarnan modal asing (PMA) dan pen€rnaman
modal dalam negeri (PMDN). Bahkan pada perkembangannya, sejak tahun
2Ol5 Jawa Barat selalu meraih realisasi penanaman modal tertinggi di
Indonesia hingga 2021, walaupun pada tahun 2017 disusul oleh Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, namun kemudian pada tahun 2018 berhasil
meraih posisinya kembali. Prestasi Jawa Barat ddam penanaman modal
secara nasional terutama sejak 2015 ini merupakan perkembangan yang
positif untuk menuju visi penanaman modal Jawa Barat tahun 2025, sesuai
dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dan didukung dengan sistem
sosial, politik, hukum, dan budaya di Jawa Barat.

Visi Jawa Barat mengenai penanaman modal di atas, untuk
pencapaiannya ditetapkan 4 (empat) misi, yaitu:
1. menetapkan kebijakan penanzrman modal yang menguntungkan semua

pihak yang berorientasi pada pembukaan lapangan ke4a (pro job),
peningkatan kesejahteraan masyarakat (pro people), pertumbuhan
ekonomi (pro grouth), dan pembangunan ekonomi yang terintegrasi
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan pro
enuironment).

2. membangun sistem dan menciptakan kondisi penanaman modal yang
lebih terarah, terpadu, berkepastian hukum, dan berkepastian usaha.

3. mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan penanaman modal
melalui ke{asama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk
kemanfaatan bersama.

4. mendorong dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat
dengan tersedianya berbagai fasilitas dan kemudahan dalam pelayanan
yang dibutuhkan untuk terselenggarannya pen.rnurman modal yang
efektif dan elisien, serta menguntungkan semua pihak.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
Berdasarkan visi dan misi serta guna membangun keterpaduan serta

sinergitas antar sektor dan konsistensi kebijakan penanaman modal di
tingkat nasional dan daerah, maka dirumuskan 7 (tujuh) arah kebijakan
penanaman modal di Jawa Barat, sebagai berikut:

+
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1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
Arah kebijakan perbaikan iklim Penanaman Modal Provinsi Jawa

Barat mencakup, antara lain:
1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Pemerintah Pusat terus berupaya untuk memberikan kepastian
hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat
dipertanggungiawabkan, sehingga perlu didukung penyelenggaraan
perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi,
transparan, elisien, efektif, dan akuntabel, sebagaimana ditentukan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Peraturan
Pemerintah tersebut antara lain telah menentukan bahwa Gubemur
mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala
Dinas.

Sesuai denganPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat, dimana pembentukan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
sebagai pengganti Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya telah mengintegrasikan
Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi
Jawa Barat dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Prorrinsi
Jawa Barat, telah menetapkan mengenai kedudukan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Barat sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman
modal dan perizinan.

Dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu
pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahurr 2O2l
tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat serta ketentuan lain yang relevan dengan tugas pokok yakni
melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pengembangan iklim
penanam€rn modal, promosi penanaman modal, pelayanan
penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
data dan sistem informasi penanaman modal, serta pelayanan
terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi. Namun
demikian, unrsan pen:rnaman modal juga dibutuhkan oleh
Organisasi Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya, sehingga
diperlukan sinkronisasi program dan kebijakan penanamzrn modal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,

?
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telah menyebutkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah
khususnya bidang penanarnan modal (investasi), diarahkan untuk
meningkatkan daya saing Jawa Barat sebagai destinasi investasi
terbaik nasional yang bersinergi dengan usaha mikro kecil dan
menengah lokal dan menjadi solusi dalam penyerapan tenaga kerja,
serta berkontribusi positif terhadap keuangan daerah dan
pemerataan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Jawa
Barat melalui:
a. peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
b. peningkatan potensi investasi padat karya;
c. optimalisasi promosi investasi untuk komoditas unggulan

Jawa Barat;
d. implementasi pola kemitraan antara investor dengan usaha

mikro kecil dan menengah lokal;
e. peningkatan peran investasi terhadap pajak, retribusi, dan

tanggung jawab sosial korporas; dan
f. pemerataan pertumbuhan investasi antarwilayah.

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanarnan modal,
maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan
pemerintahan di bidang pen€rnaman modal, pelimpahan dan
pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta
koordinasi yang efelrtif diantara perangkat daerah dan / atau instansi
terkait. Penguatan kelembagaan penErnarnan modal di Daerah
sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
a. pembuatan peta potensi penanaman modal yang clear and clean,

termasuk penyiapan atau penyusunan dokumen kelaikan
proyek penanaman modal (meliputi aspek legal, teknis, pasar,
ekonomi dan linansial, sosial dan lingkungan, serta risiko)
disusun oleh Dinas dengan dukungan data yang diberikan oleh
perangkat daerah terkait.

b. Dinas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penanaman
modal melalui penggunaan teknologi digital.

c. Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan
penyelenggaraan pelayanan penanaman modal melalui mal
pelayanan publik (MPP).

d. Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penanaman modal
dalam negeri, melalui:
1) kemudahan pedainam penanaman modal dalam negeri.
2) konelrtivitas dengan daerah yang memiilki potensi

penanaman modal, termasuk potensi bahan baku;
3) konektivitas dengan perbankan atau sumber pembiayaan

lainnya.
e. Pemerintah Daerah mendorong terciptanya kegiatan usaha di

setiap daerah Provinsi Jawa Barat dengan kegiatan usaha yang
kompetitif guna mensubstitusi barang dan jasa yang berasal dari
luar negeri.

f. pembentukan tim pendamping pada masing-masing sektor
industri penanaman modal dengan melibatkan perangkat
daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas.
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